
Konstruksi Pada Jenjang Jasa Konsultansi 
Konstruksi. 

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Republik lndonesia No. 
897/KPTS/M/2017, tentang Besaran 
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi 
Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa 
Konsultansi Konstruksi. 

4. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan 
Nasional Konsultan Indonesia Nomor: 
69/SK.DPN/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 
Tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal 
Tahun 2019 Biaya Langsung Personil 
(Remuneration/Billing Rate) dan Biaya 
Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk 
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan 
Jasa Konsultasi. 

5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

6. Peraturan Kepala LKPP yang berhubungan 
dengan pelaksanaan pekerjaan; 

7. Pedoman Standarisasi Biaya Umum untuk 
Keperluan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 
Anggaran 2024.  

 
 

Ruang Lingkup 
 

11. Lingkup 
Pekerjaan 

1. Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan 
informasi umum mengenai kondisi eksisting, melalui 
Gambar Kerja beserta Dokumen Teknis maupun 
Perencanaannya. 

2. Konsultan terdiri dari Tim Pengawas Lapangan yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan 
pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah 
ditentukan dengan menggunakan data lapangan 
yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan 
standard design serta cara yang telah ditentukan 
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Samarinda. 

 
12. Keluaran a. Tugas review design adalah mereview dalam 

pekerjaan Konsultan Pengawas dan Reviu Desain 
Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Jl. 
Batu Besaung Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu 
Prov. 2024). agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan 
pekerjaan fisiknya. 
b. Tugas Pengawasan secara umum adalah mengawasi 
kelancaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan 
oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana, yang menyangkut 
kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu 


